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KATA PENGANTAR 

 
 

Assalamualiakum. wr. wb. 

Salam literasi, 

Syukur Alhamdulilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang 

telah memberikan rahmat dan hidaya-Nya kepada kita. Karena izin-Nya pula buku yang berjudul “Etika Profesi dan Hukum Kesehatan” ini telah 
berhasil diterbitkan. Tulisan-tulisan yang ada dalam buku ini 

merupakan kumpulan buah pemikiran dari para dosen, peneliti dan 

praktisi yang memiliki kompetensi dan kapa-sitas pada bidangnya 

masing-maisng, terutama bidang Hukum dan kesehatan.  

Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa, penerbitan buku 

kolaborasi ini merupakan bagian dari komitmen kami sekaligus bentuk 

kontribusi terhadap perkembangan dunia litarasi dan publikasi ilmiah 

di Indonesia. selain itu, buku kolaborasi ini juga menjadi bagian dari visi 

kami untuk berperan sebagai media diseminasi gagasan dan pemikiran 

para Dosen, Peneliti ataupun Praktisi diselulruh Indonesia.  

Buku Etika profesi dan hukum kesehatan ini yang disusun secara 

terstruktur dan sistematis mengikuti pedoman pembelajaran mata-

kuliah di perguruan tinggi, sehingga sangat cocok digunakan sebagai 

bahan referensi mahasiswa hukum atapun mahasiswa kesehatan yang 

ingin mengetahui secara mendalam terkait aspek hukum yang berkaitan 

dengan bidang kesaehatan. Buku ini diawali dengan pembahasan 

tentang konsep dasar moral, etika dan hukum yang merupakan materi 

fondasi yang akan memberikan pemahaman terkait keadilan, kebaikan 

dan norma yang hidup didalam masyarakat. Setelah menyajikan materi 

dasar, buku ini selanjutnya masuk kepada pemba-hasan yang lebih 

spesifik yaitu pembahasan tinjauan hukum terhadap pelaksanaan 

praktek profesi dan layanan kesehatan yang ditinjau dari sudut pandang 

hukum perdata, hukum pidana dan hukum admi-nistrasi. 

Karena bidang kesehatan merupakan hak dasar manusia yang 

dijamin oleh konstitusi serta telah diyakini oleh masyarakat dunia 

sebagai hak paling fundamental, maka buku ini juga menyadjikan sudut 

pandang Hukum Hak asasi manusia Internasional dalam rangka melihat 
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prespektif masyarakat dunia terhadap pemenuhan kesehatan sebagai 

hak paling mendasar bagi manusia. Selanjutya, dalam rangka menjamin 

hak dasar tersebut, buku ini diakhiri dengan pembahasan seputar 

pertanggung jawaban hukum di bidang kesehatan yang terdiri dari 

penjelasan hak, kewajiban, fungsi, dan tanggung jawab para 

stakeholders seperti dokter, tim medis, rumah sakit dan pasien dalam 

kontek pelaksanaan pelayanan kesehatan. 

Selanjutnya dalam rangka menegakan hak dan kewajiban 

sebagaimana yang sudah termaktub dalam peraturan perundang-

undangan kesehatan, buku ini diakhiri dengan pembasan terkait 

mekanisme dan jenis-jenis penyelesaian sengketa yang ditimbulkan 

akibat praktek pelayanan kesehatan. 

Terkahir sebagai kalimat penutup, semoga buku yang telah di 

susun secara kolaborasi ini dapat bermanfaat dan dapat diterima oleh 

masyarakat luas, khususnya dapat menjadi pedoman atau rujukan bagi 

para mahasiswa hukum, mahasiswa kesehatan ataupun para praktisi 

yang sering terlibat dalam aktifitas layanan kesehatan,   

 

 

           Bandung, Maret 2020       

                                     

 

 

                        Elan Jaelani 

                 Scopus ID 57215717989 
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BAB 1 

KONSEP DASAR MORAL, 

ETIKA DAN HUKUM 
 

 

Herniwati, SH., M.H. 

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum  

Soelthan M. Tsjafioeddin Singkawang 
 

 

A. PENDAHULUAN 

Manusia tumbuh dan berkembang melalui bertambahnya usia mela-

kukan interaksi manusia tergolong mahluk sosial (zoon Politicon) salling 

membutuhkan satu sama lain. Didalam perjalanan kehidupan manusia 

mempunyai persamaan dan perbedaan antara manusia yang satu dengan 

yang lain. Dalam pergaulan manusia mempuyai rasa kebebasan akan tetapi 

bukan bearti manusia mempunyai sifat semaunya sendiri. Manusia mahluk 

ciptaan Tuhan yang paling sempurna karena dilengkapi dengan akal, 

perasaan dan kehendak akal adalah alat berpikir sebagai sumber ilmu dan 



 

ETIKA PROFESI DAN HUKUM KESEHATAN   |2 

teknologi. Melalui akal manusia dapat menilai mana yang baik dan mana 

yang benar, dengan perasaan manusia dapat menilai mana yang indah dan 

mana yang jelek dan kehendak adalah alat untuk menyatakan pilihan 

sebagai sumber kebaikan.  

Melalui kehendak manusia menilai mana yang baik dan mana yang 

buruk sebagai sumber nilai moral. Pendidikan etika anak dimulai dari 

keluarga dirumah dimulai dari ayah ibunya, kakak dan saudara lainnya dan 

serta dari lingkungan sekitarnya, Pendidikan ini dapat mempengaruhi 

perilaku seseorang. Pendidikan tersebutlah yang menjadi pedoman 

hubungan manusia dengan manusia lainnya dan juga hubungan manusia 

dengan masyarakat lainnya. Etika sosial bagian dari pengalaman pola 

tingkah laku manusia dengan sesama manusia dalam kehidupan sosial di 

masyarakat. Manusia sebagai mahluk budaya memiliki berbagai ragam 

kebutuhan. Kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dipenuhi apabila ada 

berhubungan dengan manusia lain. Hubungan tersebut dilandasi dengan 

ikatan moral pihak-pihak memenuhi yang mematuhinya. Berdasarkan 

memenuhi ikatan moral pihak-pihak memenuhi apa yang seharusnya 

dilakukan dan  dapat  memperoleh  apa  yang  harusnya  didapati.  Dalam  

pergaulan  antar  manusia  juga harus  didasari  dengan  etika  yang  baik  

menjalankan  aturan  sesuai  dengan  norma  yang berlaku  dilingkungan  

sekitar.  Karena  nilai  yang  di  anut  oleh  masyarakat  itu  menjadi  tolak 

ukur kebenaran dan kebaikkan sebagai acuan untuk menata kehidupan 

pribadi dan menata hubungan antar manusia, serta manusia dengan alam 

sekitarnya. 

 

B. PENGERTIAN MORAL 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “ Moral “ bearti: Ajaran 

tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, 

kewajiban, ahlak, budi pekerti, susila; kondisi mental yang membuat orang 

tetap berani, bersemangat, bergairah berdisiplin, isi hati atau keadaan 

perasaan. Dengan kata lain moral merupakan alat penuntun, pedoman, 

sekaligus alat kontrol yang paling ampuh dalam mengarahkan kehidupan 

manusia, seorang manusia yang tidak memfungsikan dengan sempurna 

moral yang telah ada dalam diri manusia yang tepatnya berada dalam hati, 

maka manusia tersebut akan menjadi manusia yang selalu melakukan 
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BAB 2 

ETIKA DAN ETIKA  

PROFESI 
 

Dr. Rospita Adelina Siregar, MH. Kes. 

Universitas Kristen Indonesia 
 

A. PENDAHULUAN 

Etika dan hukum memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mengatur 

tertib dan tentramnya pergaulan hidup dalam masyarakat. Namun 

pengertian etika dan hukum berbeda. Etika berasal dari kata Yunani ethos 

yang berarti “yang baik, yang layak” ini merupakan norma-norma, nilai-nilai 

atau pola tingkah laku kelompok profesi tertentu dalam memberikan 

pelayanan jasa kepada masyarakat. Sedangkan hukum adalah peraturan 

perundang-undangan yang dibuat oleh suatu kekuasaan dalam mengatur 

pergaulan hidup dalam masyarakat. Yang dimaksud dengan pekerjaan 

profesi, antara lain adalah pekerjaan dokter, dokter gigi, apoteker, sarjana 

kesehatan masyarakat, sarjana keperawatan, hakim, pengacara, dan 

akuntan.  

Etika profesi yang tertua adalah etika kedokteran, yang merupakan 

prinsip-prinsip moral atau asas-asas akhlak yang harus diterapkan oleh 
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para dokter dalam hubungannya dengan pasien teman sejawatnya dan 

masyarakat umumnya (M. Jusuf Hanafiah & Amri Amir,2009). Sama halnya 

hukum etika juga berpijak pada dasar pijakan yang sama, yaitu moral hanya 

saja etika dihasilkan oleh suatu pemikiran yang lebih luas dan men-dalam. 

Etika menghendaki agar setiap manusia menggunakan hati nuraninya untuk 

melakukan perbuatan yang baik dan benar serta menghindari hal-hal yang 

buruk dan salah dengan berlandaskan pada nilai moralitas yang dihasilkan 

oleh proses hidup bermasyarakat sejak manusia pertama hingga sekarang 

(Sofwan dahlan dan setyo trisnadi ,2018). 

Tiap profesi memiliki kode moral, suatu kode etik tersendiri, apabila 

anggota profesi yang melanggar kode etik tersebut diterbitkan atau 

dihukum atau dikeluarkan dari profesi itu oleh para anggota profesi itu 

sendiri biasanya oleh suatu dewan atau majelis yang dipilih atau ditunjuk 

khusus untuk itu oleh dan dari anggota profesi tersebut.  kode etik profesi 

dalam hal ini terdiri atas aturan kesopanan dan aturan kelakuan dan sikap 

antar para anggota profesi sendiri (Pitono soeparto (alm), 2006). 

Dalam Etik kedokteran sudah sewajarnya dilandaskan atas norma-

norma Etik yang mengatur hubungan manusia umumnya dan dimiliki asas-

asasnya dalam falsafah masyarakat yang diterima dan dikembangkan terus. 

di Indonesia asas-asas itu adalah Pancasila sebagai landasan idiil dan 

undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan struktural. (Sungguh, A,2004). 

Profesi kedokteran (profesi amalan pengobatan) merupakan sebuah profesi 

yang luhur, sebab dalam pengabdiannya lebih menguta-makan 

kepentingan orang lain dan masyarakat.  

Etik kedokteran yang dewasa ini merupakan suatu kode dilandaskan 

pada lafal sumpah hipprocates. Hipprocates telah menyusun lafal sumpah 

dokter dan dikenal sebagai lafal sumpah hipprocates, yang merupakan 

dasar moral kedokteran. sumpah hipprocates telah menjadi pedoman 

perilaku etik bagi dokter di seluruh dunia (Pitono Soeparto ,2006: h. 14).  

Hukum kesehatan menurut anggaran dasar perhimpunan hukum 

kesehatan Indonesia (PERHUKI), adalah semua ketentuan hukum yang 

berhubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan 

dan penerapannya. Hal ini menyangkut hak dan kewajiban baik dari 

perorangan dan segenap lapisan masyarakat sebagai penerima pelayanan 

kesehatan maupun dari pihak penyelenggara pelayanan kesehatan dalam 
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BAB 3 

PENGANTAR ILMU 

HUKUM SERTA 

HUBUNGANNYA DENGAN  

PELAYANAN KESEHATAN 
 

dr. Rospita Adelina Siregar, MH. KeS. 

Universtias Kristen Indonesia 

 
 

A. PENGANTAR ILMU HUKUM  

Ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang objeknya hukum. Dengan 

demikian maka ilmu hukum akan mempelajari semua seluk beluk mengenai 

hukum, misalnya mengenai asal mula, wujud, asas-asas, sistem, macam 

pembagian, sumber-sumber, perkembangan, fungsi, dan kedu-dukan 

hukum dalam masyarakat. Ilmu hukum sebagai ilmu yang mempunyai objek 

“hukum”, menelaah hukum sebagai suatu gejala atau fenomena kehidupan 

manusia dimanapun di dunia ini dari masa kapanpun. Maka hukum 

dilihatnya sebagai fenomena atau universal. Dari pernyataan terakhir dapat 

diketahui bahwa ilmu hukum berhubungan erat dengan sejarah. Seseorang 

yang berkeinginan mengetahui hukum secara mendalam sangat perlu 
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mempelajari hukum itu dari lahir, tumbuh dan berkembangnya dari masa 

kemasa, sehingga sejarah hukum besar perannya dalam hal tersebut. 

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa hakikat Pengantar Ilmu 

Hukum adalah sebagai dasar dari pengetahuan hukum yang mengandung 

pengertian-pengertian dasar yang menjadi akar dari ilmu hukum itu sendiri. 

 

Hubungan hukum antara subjek hukum dengan subjek hukum ini diatur 

di dalam bidang Hukum Perdata yang di Indonesia masih menggunakan 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). 

1. Tentang Hukum 

Hukum adalah suatu produk hubungan-hubungan dan perimbangan-

perimbangan kemasyarakatan, maka di dalam proses penciptaan dan 

perkembangannya ia di tentukan oleh sejumlah aspek hubungan-hubu-

ngan dan perimbangan-perimbangan tersebut. Perimbangan-perimbangan 

yang terjadi di dalam masyarakat yang mempengaruhi perkembangan 

hukum, yakni adanya faktor-faktor politik, ekonomis, religiideologis dan 

kultur budaya. 

Satjipto Raharjo mengatakan bahwa para pencari keadilan merasa 

tidak puas dan kecewa dengan kinerja hukum yang dianggap tidak bersikap 

mandiri dan kurang professional sehingga tidak semua hakim dapat 

mengatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah, belum 

lagi, adanya mafia peradilan 

Hukum dapat diartikan sebagai perangkat peraturan yang dibentuk 

penguasa yang berwenang. Dimana ada hukum, disitu ada masyarakat. 

Hukum memerlukan kekuasaan agar dapat ditegakkan. Hukum tanpa 

kekuasaan adalah angan-angan. Kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. 

 

2. Unsur Hukum 

Dari beberapa perumusan tentang hukum, dapat disimpulkan bahwa 

hukum itu meliputi beberapa unsur, yaitu: 

a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan 

masyarakat 

b. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib 

c. Peraturan itu bersifat memaksa 

d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. 
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BAB 4 

SEJARAH, ASAS DAN 

PERMASALA-HAN MORAL,  

ETIKA DAN HUKUM DALAM 

PELAYANAN KESEHATAN 
 

 

Dr. Anggraeni Endah Kusumaningrum, S.H, M. Hum. 

Universitas 17 Agustus 1945 
 

 

A. PENDAHULUAN 

Kesehatan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dari mutu 

kehidupan dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan manusia 

Indonesia seutuhnya, karena kesehatan menyangkut semua segi kehi-

dupan dan meliputi sepanjang waktu kehidupan manusia, baik kehidupan 

masa lalu, kehidupan sekarang maupun kehidupan masa yang akan  sytem 

Bahder Johan Nasution. 

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk memberikan kesempatan 

yang seluas–luasnya bagi masyarakat untuk memperoleh derajat kese-
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hatan yang optimal. Untuk dapat meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat banyak hal yang perlu dilakukan, salah satu diantaranya dengan 

menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan. Pelayanan kesehatan adalah 

setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama 

dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatnya kesehatan 

perorangan, keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat (Azrul Azwar, 

1996). Pelayanan kesehatan merupakan hak dasar masya-rakat yang harus 

dipenuhi dalam pembangunan kesehatan. Hal tersebut harus dipandang 

sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia 

dan mendukung pembangunan ekonomi, serta memiliki peran penting 

dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Menda-patkan pelayanan 

kesehatan adalah hak setiap warga Negara Indonesia. Ystem pelayanan 

kesehatan perlu diperjuangkan karena untuk menjaga agar manusia selalu 

dalam kondisi sehat baik fisik, mental, maupun  ystem, dimana hal ini 

menjadi tanggung jawab semua pihak. 

Pelayanan kesehatan sesungguhnya merupakan salah satu jenis 

pelayanan  system sama dengan jenis  pelayanan system lainnya hanya 

ruang lingkupnya saja yang berbeda. Ruang lingkup pelayanan kesehatan 

meliputi: pelayanan kesehatan  ystem atau masyarakat dan pelayanan 

kesehatan perorangan atau individu. Pelayanan  kesehatan terdiri dari: a. 

Pelayanan kesehatan perseorangan, yang mempunyai tujuan untuk 

menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan dan 

keluarga. b. Pelayanan kesehatan masyarakat, yang mempunyai tujuan 

untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, serta mencegah penyakit 

dari suatu kelompok masyarakat. (Notoatmodjo, 2010: h. 57). Pelayanan 

kesehatan (health care service) merupakan salah satu upaya yang dapat 

dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan baik bagi perorangan, 

kelompok atau masyarakat secara keseluruhan. Menurut Lavey dan 

Loomba yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan adalah setiap upaya 

baik yang diselenggarakan sendiri atau bersama-sama oleh suatu organisasi 

untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan, mencegah penyakit, 

mengobati penyakit serta memulihkan kesehatan yang ditujukan terhadap 

perorangan, kelompok atau masyarakat. (Veronika Komalawati, 1999: 77). 

Hodgetts dan Casio (Azwar, 1994: 43) menyatakan bahwa bentuk dan 

jenis pelayanan kesehatan tersebut terbagi menjadi dua yaitu: a. Pelayanan 
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BAB 5 

PERATURAN PERUNDANG- 

UNDANGAN KESEHATAN 
  

 

Dr. Muntasir, S. Si, Apt. M.Si. 

Pascasarjana Universitas Nusa Cendana 
 

A. PENDAHULUAN  

Kajian dan pembahasan tentang Peraturan Perundang-undangan 

terkait bidang kesehatan sangat luas dan telah banyak dihasilkan oleh 

Pemerintah Indonesia. Olehnya itu kajian ini diarahkan tentang pengertian 

peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang  No 10 Tahun 

2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mencakup 

UUD 1945, Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah/Perpu, Peraturan 

Presiden dan Peraturan Daerah (Pasal 7 ayat 1) serta berbagai jenis 

peraturan perundang-undangan lainnya sepanjang diperintahkan oleh 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Pasal 7 ayat 4). Khusus 

Peraturan perundang-undangan dalam bidang kesehatan kita ketahui ada 

UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No 44 Tahun 2009 tentang 

Rumah Sakit, UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, dan 
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lainnya. Begitupun dalam bentuk Peraturan Pemerintah juga sangat banyak 

diantaranya PP No 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, PP No.51 

Tahun 2009 tentang Tenaga Kefarmasian (Arman Anwar, 2011). 

Era reformasi dan keterbukaan saat ini, hukum memegang peran 

penting dalam berbagai segi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

Salah satu cara mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi setiap 

orang yang merupakan bagian integral dari kesejahteraan, diperlukan 

dukungan hukum bagi penyelenggaraan berbagai kegiatan di bidang 

kesehatan. Perubahan konsep pemikiran penyelenggaraan pembangunan 

kesehatan tidak dapat dielakkan. Pada awalnya pembangunan kesehatan 

bertumpu pada upaya pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan, 

bergeser pada penyelenggaraan upaya kesehatan yang menyeluruh dengan 

penekanan pada upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan. 

Paradigma ini dikenal dalam kalangan kesehatan sebagai paradigma sehat. 

Sebagai konsekuensi logis dari diterimanya paradigma sehat maka segala 

kegiatan apapun harus berorientasi pada wawasan kesehatan, tetap 

dilakukannya pemeliharaan dan peningkatan kualitas individu, keluarga dan 

masyarakat serta lingkungan dan secara terus menerus memelihara dan 

meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau 

serta mendorong kemandirian masya-rakat untuk hidup sehat. Secara 

ringkas untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi setiap 

orang maka harus secara terus menerus dilakukan perhatian yang sungguh-

sungguh bagi penyeleng-garaan pembangunan nasional yang berwawasan 

kesehatan, adanya jaminan atas pemeliharaan kesehatan, ditingkatkannya 

profesionalisme dan dilakukannya desentralisasi bidang kesehatan. 

Kegiatan-kegiatan tersebut sudah barang tentu memerlukan perangkat 

hukum kesehatan yang memadai. Perangkat hukum kesehatan yang 

memadai dimaksudkan agar adanya kepastian hukum dan perlindungan 

yang menyeluruh baik bagi penyelenggara upaya kesehatan maupun 

masyarakat penerima pelayanan kesehatan.  

 

B. RINCIAN PEMBAHASAN MATERI HUKUM KESEHATAN 

Pengertian Hukum Kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang 

berhubungan langsung dengan pemeliharaan/ pelayanan kesehatan. hal 

tersebut menyangkut hak dan kewajiban menerima pelayanan kesehatan 
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HAK DASAR MANUSIA 
 

 

Lia Kurniasari, S.K.M., M. Kes. 

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. 
 

 

A. PENDAHULUAN 

Hak merupakan satu kata yang sering didengar saat ini dalam 

menyuarakan sesuatu untuk mencapai yang diinginkan. Setiap insan di 

bumi pada dasarnya memiliki hak yang sifatnya mutlak yang telah diberikan 

oleh Tuhan mulai dari dalam kandungan. Setiap wanita yang mengandung 

tentunya yang memiliki janin yang hidup maka janin tersebut memiliki hak 

untuk tetap dipertahankan hingga lahir. Hal ini dimaksud sebagai hak dasar 

manusia. Pemahaman terkait hak dasar manusia ini sangat perlu untuk 

selalu di informasikan kepada seluruh masyarakat, agar semakin baik 

implementasi dari pemahaman hak-hak ini, hal ini juga sebenarnya sudah 

terdukung dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan 

Negara hukum. 
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Dalam perkembangannya penerapan hak dalam kehidupan seseorang 

selalu diupayakan untuk dapat dijunjung tinggi, bahkan hingga mendapat 

pengakuan secara Negara. Artinya tidak seorang pun berhak untuk tidak 

memberikan hak seseorang, jika tidak maka akan ada aturan hukum yang 

mengatur itu semua untuk dipertanggung jawabkan. Pemberian hak ini 

menjadi satu hal dari berbagai komponen pemenuhan hidup, karena 

menjalankan hidup sangat perlu sekali untuk tetap berada di dalam jalur 

yang benar sehingga kesejahteraan mampu didapatkan dengan baik. 

1. Definisi hak 

Hak menurut KBBI adalah benar, kepunyaan, milik, kewenangan, 

kekuasaan untuk berbuat sesuatu oleh Undang-Undang, aturan, dsb atau 

kekuasaan yang benar atas sesuatu.Hak menjadi sesuatu yang dimiliki oleh 

seseorang untuk dapat di gunakan atau diambil tanpa adanya paksaan dari 

orang lain. Beberapa contoh hak yang dapat dilakukan oleh sesorang adalah 

hak berbicara dalam keluarga, hak dalam menyampaikan pendapat, hak 

mendapatkan perlindungan anak, hak mendapatkan kasih sayang, hak 

mendapatkan ke-hidupan yang layak,hak mendapat perlakuan hukum yang 

sama.  

Hak menurut Prof. Dr. Notonagoro adalah kuasa untuk menerima 

dalam melakukan sesuatu yang seharusnya diterima atau dilakukan oleh 

pihak tertentu selamanya dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, yang 

akan bisa dituntut jika tetap terjadi.  

 

2. Hak dasar manusia sebagai hak asasi manusia 

Secara universal hak dasar manusia termasuk kedalam hak asasi 

manusia yang telah diberikan oleh Tuhan YME sejak lahir sampai mati 

sebagai satu anugerah. Dalam menjalankan kehidupan semua orang 

memiliki hak nya asalkan tidak melanggar aturan hukum yang berlaku 

ataupun merusak tatanan kehidupan sosial masyarakat. Hak asasi ini 

sifatnya wajib untuk dihormati semua insan masyarakat, dan juga dijunjung 

tinggi oleh Negara dengan memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat. 

Negara Indonesia juga telah memberikan aturan mengenai Hak Asasi 

Manusia dalam suatu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 

1999 tentang hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang tersebut dafinisi 

hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan 
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BAB 7 

PERBUATAN MELANGGAR 

HUKUM DALAM 

PELAYANAN KESEHATAN 

 
Dr. Endang Wahyati Yustina, S.H,. M.H. 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 

 

 

A. PENDAHULUAN 

Pelayanan kesehatan merupakan segala kegiatan atau upaya yang 

diselenggarakan dalam rangka meningkatkan, memelihara, mencegah, 

menyembuhkan, dan/ atau memulihkan kesehatan seseorang agar dapat 

beraktivitas dan produktif dalam masyarakat. Pelayanan kesehatandi-

selenggarakan dalam rangka memenuhi hak hidup sehat bagi setiap warga 

negara. Hak tersebut termasuk dalam hak asasi manusia yang berarti hak 
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tersebut melekat pada diri setiap manusia yang diberikan oleh Tuhan Yang 

Maha Esa karena kodratnya sebagai manusia. Hak atas pelayanan 

kesehatan dijamin dalam konstitusi dan berbagai undang-undang bidang 

kesehatan. Hak atas pelayanan kesehatan perlu diperjuangkan karena 

untuk menjaga agar manusia selalu dalam kondisi sehat baik fisik, mental, 

maupun sosial, dimana hal ini menjadi tanggung jawab semua pihak. 

 Pelayanan kesehatan sesungguhnya merupakan salah satu jenis 

pelayanan publik sama dengan jenis jenis pelayanan publik lainnya hanya 

ruang lingkupnya saja yang berbeda. Ruang lingkup pelayanan kesehatan 

meliputi: pelayanan kesehatan publik atau masyarakat dan pelayanan 

kesehatan perorangan atau individu. Beberapa pendapat para ahli dapat 

tentang pengertian pelayanan kesehatan pada prinsipnya hamper sama. 

Soekidjo Notoatmodjo menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan terdiri 

dari: 

1. Pelayanan kesehatan perseorangan, yang mempunyai tujuan untuk 

menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan 

dan keluarga. 

2. Pelayanan kesehatan masyarakat, yang mempunyai tujuan untuk 

memelihara dan miningkatkan kesehatan, serta mencegah pen-yakit 

dari suatu kelompok masyarakat. (Notoatmodjo,2010: h.57). 

 

Pelayanan kesehatan terdiri dari pelayanan kesehatan perseorangan 

yang bertujuan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kese-

hatan perseorangan dan keluarga; dan pelayanan kesehatan masyarakat 

yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, serta 

mencegah penyakit suatu kelompok masyarakat (Notoatmodjo,2010: h.58). 

Pelayanan kesehatan diartikan sebagai “upaya yang dilakukan oleh 

suatu organisasi baik sendiri maupun bersama untuk memelihara dan 

meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta 

memulihkan perseorangan, kelompok, dan/ataupun masyarakat”. (Levey & 

Loomba, 1973: p.503-504). Adapun menurut Hodgetts dan Casio membagi 

bentuk dan jenis pelayanan kesehatan menjadi dua yaitu pelayanan 

kesehatan atau pelayanan kedokteran dan pelayanan kese-hatan 

masyarakat. Pelayanan kesehatan atau pelayanan kedokteran ditandai 

dengan pengorganisasian yang dapat berdiri sendiri atau bersama dalam 
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BAB 8 

ASPEK HUKUM PIDANA 

DALAM KESEHATAN 

(CRIMINAL MALPRAKTIK) 
 

 

Safaruddin Harefa, S.H., M.H. 

Tuton Universitas Terbuka 
 

A. PENDAHULUAN  

Malpraktik Medik mempunyai arti yang lebih komprehensif diban-

dingkan dengan suatu kelalaian sebagaimana yang terdapat di dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Istilah malpraktik medik memang 

tidak diketahui secara eksplisit atau sempurna di dalam suatu aturan 

Hukum Positif Indonesia (ius constitutum). Dalam malpraktik medik pun 

terdapat suatu pelayanan tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan oleh 

sebab itu berimplikasi terjadinya suatu aturan ketentuan undang-undang 

yang terlanggar, sedangkan arti kelalaian lebih menitikberatkan kepada 

ketidaksengajaan (culpa), kurang hati-hati, kurang teliti, acuh tak acuh, 



 

ETIKA PROFESI DAN HUKUM KESEHATAN   |134 

sembrono, tak peduli terhadap kepentingan orang lain, namun akibat yang 

timbul memang bukanlah tujuannya (Sutarno). Malpraktik medik tercipta 

untuk menurunkan sistem pembangunan kesehatan medis pada bagian 

Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Profesi Kedok-teran (SPK) dan 

Informed Consent. (Alexandra Indriyanti Dewi, 2008). 

Pada prinsipnya di dalam malpraktik memiliki dua unsur yaitu adanya 

kesalahan dan kelalaian petugas kesehatan dalam melaksanakan suatu 

profesi medis, merupakan bentuk interpretasi yang amat penting untuk 

diulas secara bersama-sama, hal ini dipengaruhi karena timbulnya kesa-

lahan dan kelalaian yang mengindikasikan dampak merugikan. Selain 

tercela dan mengurangi bentuk amanah masyarakat terhadap petugas 

kesehatan, juga menimbulkan suatu kerugian terhadap pasien. Seyog-

yanya di dalam menginterpretasikan suatu eksistensi pelaksanaan profesi 

harus diletakkan terlebih dahulu, kesalahan dan kelalaian pengimple-

mentasian profesi dengan berhadapan pada kewajiban profesi. Oleh karena 

itu seeloknya harus juga memperhatikan indikator-indikator seperti aspek 

hukum yang mendasari terjadinya suatu hubungan hukum antara dokter 

dan pasien yang bersumber pada perjanjian terapeutik atau transaksi 

terapeutik. (Bahder Johan Nasution, 2013). 

Adapun yang menjadi tujuan Pedoman Standar Profesi Medis ialah agar 

tenaga medis dalam melakukan pekerjaanya sesuai dengan Standar Profesi 

dan Standar Operasional Prosedur, erat kaitannya dengan peni-laian etis, 

tetapi penerapannya tetap menggunakan prinsip hukum. Misalnya, 

ketentuan etik masyarakat menetapkan standar tertinggi bagi praktik 

profesi dokter. Jadi, tidak wajib dokter yang pandai melainkan yang telah 

menamatkan pendidikan kedokteran, dan berhak menggunakan gelar 

dokter serta mempunyai kewenangan untuk praktik. (Muhamad Sadi Is, 

2015). 

Malpraktik yuridis yang dikenal dalam dunia pendidikan hukum kese-

hatan terdiri dari malpraktik perdata, malpraktik pidana dan malpraktik 

administrative (Muhamad Sadi Is, 2015)): 

1. Malpraktik Perdata (civil malpractice) terjadi apabila terdapat hal-hal 

yang menyebabkan tidak terpenuhinya isi perjanjian (wanp-restasi) di 

dalam transaksi terapeutik oleh dokter atau tenaga kesehatan lain, 
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BAB 9 

ASPEK HUKUM  

PERDATA 

DALAM KESEHATAN  

(CIVIL MALPRAKTIK) 
 

 

Sulaiman, S.H., M.H. 

Universitas Borneo Tarakan 
 

A. PENDAHULUAN  

Tujuan Nasional Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melak-

sanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 

abadi dan keadilan sosial. 

Untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara, bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan nasional. Dalam 
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pelaksanaan pembangunan nasional, tujuan utama yang hendak dicapai 

adalah memajukan kesejahteraan umum.Dalam upaya memajukan 

kesejahteraan umum, aspek kesehatan merupakan salah satu aspek pokok 

yang dijadikan sebagai fokus utama dalam upaya pembangunan nasional. 

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum.  Segala sesuatu 

yang berhubungan dengan pelaksanaan pemerintahan yang ber-kaitan 

dengan tujuan hidup masyarakat harus sesuai dengan hukum. 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menya-

takan bahwa kesehatan adalah keadaaan sehat, baik secara fisik, mental, 

spiritual maupun sosial yang  memungkinkan  setiap orang untuk hidup 

produktif secara sosial dan ekonomi. Setiap orang berhak atas kesehatan. 

Bahwa setiap upaya pembangunan harus dilandasi wawasan dengan 

wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memper-

hatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua 

pihak baik pemerintah maupun masyarakat. 

Dilihat dari tinjaun umum mengenai aspek hukum kesehatan, akhir-

akhir ini masalah praktik dalam pelayana kesehatan tampaknya semakin 

marak dibicarakan masyarakat luas khusunya melalui media massa maupun 

media sosial lainnya. Meskipun dalam hal ini, banyak kalangan yang 

berbicara tentang malpraktik dalam dunia pelayanan kesehatan, akan 

tetapi pengertian malpraktik masih terdapat perbedaan pandangan antara 

profesi kesehatan dengan pasien, yang dimana akan meri-saukan 

masyarakat. Tetapi tentunya tidak tepat dan tidak adil jika terhadap setiap 

terjadinya korban pada pasien lalu serta merta dicap telah diakibatkan oleh 

malpraktik dokter dan atau perawat. 

Disaat ini dimana kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat 

dimana masyarakat akan lebih menyadari akan haknya, dan disisi lain 

tenaga kesehatan terutama dokter dan perawat dituntut untuk melak-

sanakan kewajibanya  dan tugas profesinya dengan lebih hati-hati dan 

penuh tanggung  jawab. Hal ini didukung adanya berbagai produk pera-

turan perundang-undangan yang mengatur tentang sistem pelayanan 

keperawatan yang semakin jelas menuntut tenaga kesehatan bekerja 

secara profesinal, dan bila terjadi pelanggaran akan berdampak pada 

kemungkinan diperhadapkan pada tuntutan etik, pidana atau gugatan ganti 

rugi (perdata). 
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Kalimantan Utara seperti UPBJJ Universitas Terbuka 

Tarakan. Selain seorang akademisi Penulis juga 

seorang Praktisi di salah satu Organisasi Advokat (OA) Perhimpunan 

Advokat Indonesia (PERADI) dan penulis juga aktif dibeberapa oragnisasi 

lainnya.  

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

BAB 10 

ASPEK HUKUM 

ADMINISTRASI DALAM  

KESEHATAN 

(ADMINISTRASI 

MALPRAKTIK) 
 

Dr. ARMAN ANWAR, S.H., M.H. 

Fakultas Hukum Universitas Pattimura 

 
A. PENDAHULUAN 

Pembangunan dibidang kesehatan sebagai salah satu upaya pemba-

ngunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan 

kemampuan untuk hidup sehat bagi setip penduduk agar dapat 

mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Pembangunan kesehatan 

pada dasarnya menyangkut semua segi kehidupan, baik fisik, mental 
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maupun sosial ekonomi. Dalam perkembangan pembangunan kesehatan 

selama ini, telah terjadi perubahan orientasi, baik dalam tata nilai maupun 

pemikiran terutama mengenai upaya pemecahan masalah dibidang 

kesehatan yng dipengaruhi faktor-faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, 

pertahanan dan keamanan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Perubahan orientasi tersebut akan mempengaruhi proses penyeleng-

garaan pembanguna kesehatan. (H. Hendrojono Soewono, 2007:3). 

Salah satu contoh disampaikan oleh Alexandra Indriyanti Dewi, bahwa, 

pada masa lalu pasien yang miskin  atau korban perang akan dirawat oleh 

dokter dan perawat yang baik hati, yang tidak membebankan biaya pada 

mereka yang mendapatkan jasa pengobatan atau perawatannya. Namun 

dengan semakin majunya teknologi kedokteran yang menuntut modal yang 

besar, pertolongan sosial tidak lagi dimungkinkan sehingga perawatan 

orang miskin hanya diberikan jika ada jaminan sosial yang menanggungnya. 

Itupun terkadang pelayanan yang diterima seringkali diberi bonus omelan 

atau gerutuan yang tidak menyenangkan. Padahal jika mau merunut 

kembali sumpah yang telah diucapkan masing-masing profesi kesehatan, 

baik dokter, perawat ataupun petugas yang lainnya, profesi ini harus 

memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakatnya. Bentuk tanggung 

jawab tersebut adalah pelayanan yang baik. (Alexandra Indriyanti Dewi, 

2008:15).  

Demikianpun dengan rumah sakit, penyelenggaraan rumah sakit pada 

zaman modern tidak sesederhana seperti dahulu. Rumah sakit masa 

sekarang membutuhkan modal yang cukup besar terutama dengan semakin 

banyaknya  tekonologi baru yang harus disediakan dan tenaga ahli yang 

cukup banyak untuk mengoperasikannya sehingga memerlukan organisasi 

yang lebih professional. Ditambah lagi dengan adanya perubahan tuntutan 

dari mayarakat pemakai jasa rumah sakit berupa kenyamanan dan 

kemudahan dalam pelayanan kesehatan. Semua itu memerlukan biaya 

investasi yang harus diperhitungkan modalnya. (Mohmmad Kartono dalam 

K. Bertens, 1995:2-3). 

Semuanya ini membawa konsekwensi pada pergeseran paradigma 

pelayanan kesehatan dari fungsi sosial menjadi fungsi ekonomi (bussisnes 

oriented), dengan maksud mencari keuntungan sematamata, akhirnya 

berakibat pada pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan (need) beralih 
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BAB 11 

PERTANGGUNG 

 JAWABAN HUKUM BIDANG 

KESEHATAN 
 

Ika Atikah, SH.I., M.H. 

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 
 

 

A. PENDAHULUAN 

Dalam era reformasi saat ini, hukum memegang peran penting dalam 

berbagai segi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Upaya pening-

katan kualitas hidup manusia dibidang kesehatan merupakan suatu usaha 

yang sangat luas dan menyeluruh.Upaya tersebut meliputi peningkatan 

kesehatan masyarakat baik fisik maupun non-fisik.di dalam sistim 

kesehatan nasional disebutkan bahwa kesehatan menyangkut semua segi 

kehidupan yang ruang lingkup dan jangkauannya sangat luas dan kom-pleks 

(Johar, 2005).  

Kesehatan menjadi bagian yang sangat penting dan salah satu unsur 

utama yang harus diwujudkan oleh pemerintah dikarenakan amanah dari 
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konstitusi dan cita-cita bangsa negara Indonesia sebagaimana tertuang 

dalam UUD 1945 dan Pancasila. Dengan demikian, dengan terseleng-

garanya pelayanan kesehatan yang baik, masyarakat mendapatkan haknya 

dalam kesehatan dengan tidak membedakan masyarakat dari berbagai 

golongan, dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama sebagai 

wujud perlindungan hukum kesehatan kepada masyarakat Indonesia. 

Hukum kesehatan yaitu suatu ketentuan hukum yang secara langsung 

memiliki hubungan tentang pelayanan kesehatan dan penerapannya. 

Dengan arti kata, hukum kesehatan memiliki aturan secara tertulis 

berkaitan dengan pemberi pelayanan kesehatan dan konsumen kese-hatan. 

Hukum kesehatan, mengatur juga tentang hak dan kewajiban baik pemberi 

pelayanan kesehatan dan masyarakat.  

Hukum kesehatan dapat dibagi menjadi 2 bagian diantaranya hukum 

kesehatan publik dan hukum kedokteran. Hukum kesehatan publik ber-

fokus pada pelayanan kesehatan pada masyarakat yang meliputi dari 

pelayanan kesehatan di rumah sakit, sedangkan dari segi hukum kedok-

teran, berfokus pada pengaturan pelayanan kesehatan secara individual 

tentang pelayanan kesehatan. Sebagaimana Van der Mijn menyatakan 

dalam pidatonya bahwa “………health law as the body of rules that relates 

directly to the care of health as well as the applications of general civil, 

criminal, and administrative law”( Mijn, 1984).  
Di Indonesia, aturan tentang kesehatan dibuat dalam kodifikasi 

peraturan perundang-undangan guna memberikan perlindungan kepada 

konsumen kesehatan atau masyarakat. Diantara peraturan - peraturan 

tersebut yaitu :  

1. Undang - Undang Dasar 1945. 

2. Undang - Undang tentang Kesehatan No.36 Tahun 2009.  

3. Undang – Undang tentang Praktik Kedokteran No. 29 Tahun 2009. 

4. Undang – Undang tentang Rumah Sakit No. 44 Tahun 2009. 

5. Peraturan Pemerintah.  

6. Keputusan Presiden.  

7. Keputusan Menteri Kesehatan.  

 

Setiap daerah memiliki kewenangan untuk membuat peraturan 

sebagai turunan dari sentralisasi yaitu pemerintah pusat yang telah 
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BAB 12 

PENYELESAIAAN  

SENGKETA DALAM HUKUM 

KESEHATAN 

 
Dr. Sabir Alwy, S.H., M.H & Afdhal, S.H., M.Kn. 

Universitas Hasanuddin & Universitas Borneo Tarakan 

 

A. PENYELESAIAN SENGKETA DALAM HUKUM KESEHATAN  

Xixero mengartikan hukum yaitu dimana setiap masyarakat disitu ada 

hukum Ibi societas Ibi Ius telah mengidentifikasi serta mengindikasikan 

bahwa setiap aktivitas masyarakat pasti selalu berhubungan dengan 

hukum. Schuyt menjelaskan bahwa hukum merupakan sistem yang terdiri 

dari tiga komponen ketiga komponen dimaksud adalah keseluruhan atau 

peraturan norma dan ketetapan yang dilukiskan sebagai sistem penger-

tian, betekenissystem, keseluruhan organisasi dan lembaga yang menge-

mban fungsi dalam melakukan tugasnya organisasi instellingen dan 
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keseluruhan ketetapan serta penanganan secara konkrit (Alwy & Afdhal, 

2019). 

Hukum kesehatan merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang 

berfokus kepada aturan-aturan yang mengatur segala jenis hal yang 

berhubungan dengan dunia kesehatan. Istilah hukum kesehatan dapat 

ditemukan di berbagai negara contohnya, medical law merupakan istilah 

hukum kesehatan yang biasa ditemukan di Inggris dan USA Amerika artinya 

adalah hukum kedokteran. Sedangkan di Jerman hukum kesehatan disebut 

gesuntheitsrecht, di Prancis dan Belgia hukum kedokteran di istilahkan 

sebagai droit medical, di Belanda hukum kesehatan di sebut sebagai 

gezondheidrecht. Who World health organization mengistilahkan hukum 

kesehatan sebagai health law, Hermin hendarmin salah satu guru besar di 

Universitas Air langga Surabaya mengistilahkan hukum kesehatan sebagai 

hukum pelayanan medis, Padma Wahyono mengistilahkannya dengan 

hukum pelayanan kesehatan. 

Perbedaan hukum kesehatan dan hukum kedokteran dapat dilihat dari 

berbagai aspek salah satunya adalah hukum kesehatan adalah bagian dari 

ilmu hukum yang membahas atau mengatur mengenai pelayanan 

kesehatan. Profesor h. J. J. Leeneen mendefinisikan hukum kesehatan 

adalah Semua peraturan hukum yang berhubungan langsung pada 

pemberian pelayanan kesehatan dan penerapannya pada hukum perdata 

hukum administrasi dan hukum pidana dari Pengertian ini menjelaskan 

bahwa hukum Kesehatan memiliki ruang lingkup yang cukup luas yaitu 

menghimpun pengetahuan kesehatan dalam hukum pidana perdata dan 

administrasi. 

 

B. PERAN HUKUM KESEHATAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA  

Hukum kesehatan merupakan aturan yang di buat untuk mengatur 

ruang lingkup pelayanan kesehatan yang dibagi atas kuratif, preventif, 

rehabilitatif, dan promotif. Pelayanan kesehatan kuratif adalah pelayanan 

kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan dengan tujuan mela-

kukan upaya pengobatan/penyembuhan kepada pasien. Hubungan antara 

tenaga kesehatan dan pasien merupakan suatu hubungan hukum yang 

diatur dalam transaksi terapeutik. 
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